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Penelitian ini difokuskan pada rasio legis atau maksud dan tujuan lahirnya suatu 
peraturan hukum yang salah satunya adalah putusan pengadilan yang dalam hal 
ini difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan 
studi analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 
mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
pendidikan Nasional khususnya Pasal 50 ayat (3) terkait dengan keberadaan  
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dengan permasalahan apakah 
dasar yang melatarbelakangi munculnya pengujian atas Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut merupakan praktik pelaksanaan norma dan apakah Mahkamah 
Konstitusi dapat memberikan suatu putusan terkait pengujian undang-undang 
yang didasarkan pada praktik pelaksanaan norma. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga metode 
pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 
kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach).  
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dasar yang dijadikan permohonan 
dalam pengujian konstitusionalitas norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 05/PUU-X/2012 adalah benar merupakan praktik pelaksanaan norma. 
Terhadap hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk 
melakukan pengujian. Bahkan, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan undang-
undang inkonstitusional jika terbukti dalam praktik pelaksanaannya telah 
melanggar hak konstitusional warga negara. Dalam penelitian ini, keberadaan 
RSBI secara faktual, nyata, dan potensial telah merampas hak konstitusional 
warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas secara adil. Dalam 
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memberikan putusan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga harus 
mengutamakan nilai keadilan progresif, bukan keadilan yang prosedural untuk 
menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam 
UndangUndang Dasar. 
 
Kata Kunci : Rasio Legis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 05/PUU-X/2012, 




This research on constitutional review based on ratio legis or intents and purposes 
the establishment of a rule of law one of which is the judgment of a court in this 
focused to the constitutional court. This research analyze the decision of the 
Constitutional Court No. 05/PUU-X/2012 concering the dissolution of an 
International School Stub (RSBI) with the problems of the emergence of testing 
over the Constiitutional Court’s verdict is it true that the implementation of norms 
practice and whether the Constitutional Court may give a rulling regarding testing 
the laws that are based on practices the implementation of a norm. The methods 
used in this study are normative legal research that using three approximation 
methods which are statutory approach, case approach, and conceptual approach. 
The results of this research are the basic plea of constitutional review in decision 
of the Constitutional Court No. 05/PUU-X/2012 was an practice the 
implementation of a norm. Based on the foregoing, the Constitutional Court has 
the authority to conduct testing. Furthermore, the Constitutional Court must 
declare that legislation is unconstitutional if that legislation proved in the practice 
of implementation has broke over the constitutional rights of the citizens. In this 
study, the existence of the RSBI factually, real, and potential broke over the 
constitutional rights of the citizens to get a qualified aducation in an aquitable 
manner. In poviding the decision of constitutional review, Constitutional Court 
must also take a proggresive value, not procedural justice to ensure that 
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Melalui perubahan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) dan juga Pasal 24 ayat (2) 
UUD NRI Tahun 1945 terjadi pula perubahan yang penting bagi kehidupan 
ketatanegaraan di Indonesia yaitu lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 
yang berdiri sendiri dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Mahkamah 
Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah 
Agung dimana kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan.
1
 
Mahkamah Konstitusi juga merupakan suatu lembaga peradilan sebagai 
cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang 
menjadi kewenangannya berdaarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24C 
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: 
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilu. 
 
Hak uji konstitusionalitas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 
merupakan salah satu upaya membatasi kekuasaan negara dan bertujuan untuk 
melindungi hak asasi warga negara dengan cara menilai apakah suatu undang-
undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
2
 Pengujian konstitusional 
adalah kondisi dimana proses legislasi berada di bawah pengawasan 
konstitusional. Pengawasan ini meliputi kegiatan pembentukan isi peraturan baik 
undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang dan aktivitas yang 
terkait dengan pemenuhan bentuk dari suatu peraturan di satu pihak, di samping 
metode pembentukan suatu peraturan dan prosedur pembentukan peraturan di 
pihak lainnya. Dua kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak atau 
                                                             
1 Jimmly Asshidiqqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT. Buana Ilmu Populer 
(BIP), Jakarta, 2009, hlm 338 
2 Iriyanto A. Baso Ence, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah 
Konstitusi, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm 7 
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bersamaan, setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratannya 
masing-masing.
3
 Dalam konsep negara hukum atau rechtsstaat, untuk memastikan 
apakah pembuat undang-undang telah memenuhi persyaratan-persyaratan 
konstitusi, maka uji konstitusionalitas adalah jawabannya. 
Pengujian konstitusional yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
menilai kesesuaian antara produk hukum yakni undang-undang dengan UUD NRI 
Tahun 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya. 
Umumya, norma dikategorikan menjadi norma umum (algemeen) dan norma 
individual (individueel) serta norma yang abstrak (abstract) dan norma yang 
konkret (concrete). Pembedaan antara yang umum dan yang individual didasarkan 
pada mereka yang terkena aturan norma tersebut (adressat), ditujukan pada orang 
atau sekolompok orang yang tidak tertentu atau ditujukan kepada orang atau 
sekolompok orang yang tertentu. Sedangkan pembedaan antara norma abstrak 
dengan  norma konkret didasarkan pada hal yang diatur dalam norma tersebut, 




Dengan adanya penggolongan norma-norma seperti disebutkan di atas, 
pengertian pengujian norma asbtrak dapat didefinisikan sebagai model pengujian 
atas norma yang mengandung peristiwa yang tidak tentu atau tidak tertuju kepada 
pasal-atau ayat-ayat dalam suatu undang- undang. Dengan kata lain, pengujian 
norma abstrak diarahkan kepada peristiwa-peristiwa yang sifatnya masih umum. 
Sedangkan pengujian norma konkret adalah tipologi pengujian yang diarahkan 
pada persoalan-persoalan yang bersifat konkret dan tertentu sehingga 
pengujiannya baru dapat dilaksanakan setelah timbul akibat hukum yang dialami 
secara riil oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, pengujian norma konkret 
biasanya akan terfokus pada pasal-pasal dan ayat-ayat tertentu yang terdapat 
dalam suatu undang-undang. 
                                                             
3 A. Hamid S. Atamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden 
yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV), Disertasi Doktor Universitas 
Indonesia, dalam Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm 
273 
4 A. Hamid S. Attamimi, dalam Ahmad Syahrizal, Op.Cit, hlm 274- 275 
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Dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang diuji 
adalah isi norma dalam suatu undang-undang, bukan pelaksanaan atau penerapan 
norma. Hal ini dikarenakan penerapan norma bisa sesuai atau tidak sesuai dengan 
isi norma yang tertulis dalam undang-undang. Ketidaksesuaian antara isi norma 
dengan pelaksanaan norma bisa terjadi karena ketidakmampuan pemerintah untuk 
memberikan interpretasi mengenai isi dari suatu norma yang kemudian praktik 
dari norma tersebut menyebabkan terampasnya hak-hak masyarakat yang telah 
dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Hal tersebut menjadi salah satu pintu untuk 
masuk adanya legal standing dalam pengajuan permohonan pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi. 
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/ PUU- X/ 2012 tersebut, 
terdapat pendapat hakim yang berbeda atau dissenting opinion yang berpendapat 
bahwa pengujian atas norma bukanlah pengujian atas praktik norma tersebut yang 
merupakan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat.
5
 Demikian juga pada 
Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional jika dalam praktek didapati hal-hal yang tidak baik, maka 
yang diperbaiki adalah praktiknya dan/atau peraturan pelaksanaannya, bukan 
membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 




1. Apakah dasar yang melatarbelakangi munculnya permohonan pengujian 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 adalah merupakan praktik pelaksanaan 
norma? 
2. Bolehkah Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-




                                                             
5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 (online) , 
www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 1 Februari 2013, hlm198- 202 
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Hasil dan Pembahasan  
Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian berdasarkan 
metode normatif dalam penulisan ini membahas tentang pengujian 
konstitusionalitas norma yang didasarkan pada praktik pelaksanaan norma pada 
Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum ini merupakan suatu studi analisis 
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 tentang 
Pembubaran Sekolah Bertaraf Internasional dengan menggunakan 3 (tiga) 
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), 
pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 
aprroach). Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan menurut cara-cara analisis atau 
penafsiran (interpretasi) hukum.
6
 Dalam penelitian skripsi ini, penulis 
menganalisis bahan hukum yang ada dengan cara menafsirkan secara autentik, 
gramatikal, historis dan sistematis dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai 
konstitusi dan filsafat kenegaraan yakni Pancasila. Metode yang digunakan dalam 
pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif,
 7
 yaitu suatu metode analisis data deskriptif yang mengacu pada suatu 
masalah tertentu dan diakitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian 
hukum normatif, biasanya menggunakan sumber-sumber data sekunder yaitu 
buku-buku, catatan perkuliahan, peraturan perundang-undangan, teori-teori 




Norma Hukum Sebagai Objek Pengujian Undang-Undang 
Norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam 
bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga inti dari suatu norma 
adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Suatu norma adalah suatu aturan yang 
mengekspresikan fakta bahwa seseorang harus (ought) bertindak dengan cara 
                                                             
6 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Penerbit 
Alumni,Bandung, 1994, hlm 152 
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal 39 
8 Ibid  
8 
 
tertentu. Norma dikualifikasikan sebagai suatu keharusan yang sifatnya umum. 
Benyamin Azkin, sebagaimana dikutip dari Maria Farida Indrati, menjelaskan 
perbedaan antara pembentukan norma hukum publik dengan pembentukan norma 
hukum privat, yakni sebagai berikut:
 9
 
Pembentukan norma-norma hukum publik berbeda dengan 
pembentukan norma-norma hukum  privat. Norma hukum publik 
dibentuk oleh lembaga-lembaga negara atau disebut juga suprastruktur, 
sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang 
diciptakan oleh lembaga-lembaga negara ini mempunyai kedudukan 
yang lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh 
masyarakat atau disebut juga infrastruktur. 
 
Oleh karena norma hukum publik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, 
maka dalam pembentukannya harus dilakukan secara hati-hati, sebab norma 
hukum publik harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat, 
berbeda dengan pembentukan norma hukum privat. Norma hukum yang tertinggi 
dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara adalah 
“Staatsfundamentalnorm” atau disebut juga norma fundamental negara. Norma 
fundamental negara
10
 yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini 
merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi tetapi 
bersifat “pre-supposed” atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam 
suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-
norma hukum di bawahnya.  
Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara merupakan kelompok norma 
hukum di bawah norma fundamental negara. Norma-norma dari aturan dasar 
negara/aturan pokok negara ini merupakan aturan-aturan dasar yang masih 
bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis 
besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal. Di negara Indonesia, 
aturan dasar negara atau aturan pokok negara tertuang dalam pasal-pasal UUD 
NRI Tahun 1945 serta di dalam hukum dasar tidak tertulis yang sering disebutkan 
dengan Konvensi Ketatanegaraaan. Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok 
                                                             
9 Azkin, Benyamin,  Law State and International Legal Order Essays in Honor of Kelsen, 
Knoxville, The University of Tennesse Press, 1967, hal. 3-5, dalam Maria Farida Indrati, Ilmu 
Perundang-undangan (Jenis,Fungsi dan Materi Muatan), Kanisius, Yogyakarta, 2007,  hlm. 43 
10 Pertama kali diterjemahkan oleh Notonegoro dalam pidatonya pada Dies Natalies 
Universitas Airlangga pada tanggal 10 November 1955 yang kemudian disebut sebagai Norma 
Fundamental negara oleh Hamid Attamimi dalam desertasinya 
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Negara merupakan landasan bagi pembentukan undang-undang. Kelompok 
norma-norma hukum yang berada di bawah aturan dasar negara atau aturan pokok 
negara adalah formelle gezezts atau secara harfiah diterjemahkan dengan undang-
undang.
11
 Norma-norma dalam suatu undang-undang sudah merupakan norma 
hukum yang lebih konkret dan terinci serta dapat langsung berlaku di dalam 
masyarakat. 
Dalam pelaksanannya, berlakunya suatu norma karena adanya daya laku 
(validity) dihadapkan pula pada daya guna (efficiency) dari norma tersebut.
12
 Hal 
ini dapat dilihat apakah suatu norma yang ada dan berdaya laku itu berdaya guna 
secara efektif atau tidak, atau dengan kata lain apakah suatu norma tersebut ditaati 
atau tidak. Pembuatan norma hukum adalah suatu pelaksanaan dari norma yang 
lebih tinggi dan pelaksanaan norma hukum yang lebih tinggi normalnya adalah 
pembuatan suatu norma yang lebih rendah. Legislasi adalah proses pembuatan 
hukum menurut konstitusi sehingga juga merupakan pelaksanaan hukum.
13
  
Proses legislasi pertama dapat dilihat sebagai suatu pelaksanaan norma dasar. 
Dengan demikian, aktivitas hukum selalu melibatkan pembuatan dan pelaksaan 
dari norma hukum itu sendiri.  
Masalah konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih 
rendah dapat terjadi dalam hubungan antara konstitusi dan undang-undang  yakni 
masalah undang-undang yang tidak konstitusional atau unconstitusional statute. 
Undang-undang adalah valid apabila sesuai dengan konstitusi dan tidak valid jika 
bertentangan dengan konstitusi. Satu-satunya alasan untuk validitas suatu undang-
undang adalah karena telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi. 
Kondisi yang demikian menjadikan mekanisme pengujian undang-undang 
sebagai upaya maksimal dalam mempertegas kedudukan negara hukum dengan 
segala kompleksitas normatifnya. Dengan kata lain, jika terdapat persengketaan 
internal antara norma-norma hukum, maka konflik norma tersebut  harus segera 
diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Dasar yang diselenggarakan oleh badan 
peradilan. Dalam hal ini, badan peradilan yang ada di Indonesia untuk mengatasi 
                                                             
11 Maria Farida Indrati, Op.cit, hlm 51 
12 Ibid, hlm 39 
13 Jimmly Asshidiqqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi 
Press (KonPress), Jakarta, 2011,  hlm 108 
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masalah sengketa norma hukum antara undang-undang dan UUD NRI Tahun 
1945 adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  
Objek pengujian undang-undang terbagi menjadi dua, yaitu pertama, objek 
yang berupa isi yakni bunyi pasal-pasal dari sebuah peraturan perundang-
undangan (materiele review) dan kedua, objek yang berupa prosedur 
pembentukan peraturan perundang-undangan (formal review). Jika sebuah 
permohonan pengujian memohonkan uji terhadap dua objek tersebut, objek 
materiil maupun objek formil maka yang harus dibuktikan oleh hakim semestinya 
adalah objek formilnya terlebih dahulu.
 14
  Hal itu dikarenakan secara logika 
hukumnya, jika objek formilnya atau prosedur pembentukan sebuah peraturan 
perundang-undangan telah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maka 
otomatis seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk objek 




Perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar  terkait 
dengan isi atau materi dari undang-undang itu sendiri apakah dapat dikatakan 
konstitusional atau inkonstutisional menjadi satu topik yang menarik. Hal ini 
didasarkan oleh pandangan bahwa bisa saja suatu norma yang tertulis dalam 
undang-undang sudah baik, namun dalam praktik penerapan norma atau ketentuan 
dalam suatu undang-undang tersebut tidak tepat atau tidak baik sehingga muncul 
kerugian yang harus diderita oleh sebagian masyarakat. 
 Dasar dalam melakukan pengujian  materi undang-undang dalam hal ini 
adalah pertimbangan seorang hakim untuk menilai kegagalan untuk menjalankan 







                                                             
14 Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 
Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir 
Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 7 
15 Ibid  
16 Jimmly Asshidiqqie, Perihal Undang-Undang, http://jimly.com-perihal-undang-undang.pdf 
(online), diakses tanggal 19 Desember 2013, hlm 152 
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Objek Pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 05/PUU-X/2012 
Dalam perkara pengujian undang-undang Nomor 05/PUU-X/2012 
permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah pengujian pada Pasal 50 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  (UU 
Sisdiknas) yang bunyinya adalah: 
“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-
kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 
dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional” 
Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah: 
a) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 
b) Menyelenggarakan 
c) Sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang 
pendidikan 
d) Untuk dikembangkan menjadi 
e) Satuan pendidikan yang bertaraf internasional 
Adanya pasal tersebut melegitimasi adanya Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional (RSBI) yang pada perkembangannya ternyata keberadaan RSBI ini 
dirasakan oleh masayarakat bertentangan dengan semangat mencerdasakan 
kehidupan bangsa dan menjadikan pendidikan tidak dapat diraih oleh semua 
kalangan masyarakat secara adil dan merata. 
Permohonan pengujian perkara Nomor 05/PUU-X/2012 mulanya diajukan 
oleh orang tua wali murid yang putra atau putrinya bersekolah di sekolah yang 
menerapkan sistem RSBI. Pemohon I yaitu Andi Akbar Fitriya yang merupakan 
orang tua dari Al Zufarasykur telah dirugikan hak konstitusionalnya karena 
meskipun tinggal hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari SDN Menteng 02 
Jakarta yang bealamat di Jalan Tegal Nomor 10 Jakarta Pusat yang menerapkan 
sistem RSBI, namun tidak dapat bersekolah di sekolah tersebut karena berasal dari 
keluarga yang tidak mampu membayar biaya pendaftaran, biaya pendidikan, dan 
biaya lain yang diterapkan oleh pihak sekolah tersebut. 
17
 
Pemohon juga mendatangkan beberapa saksi yang tidak menyetujui adanya 
sistem RSBI dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah Heru 
Narsono yang menyekolahkan anakanya di SD IKIP Rawamangun Jakarta. 
                                                             
17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012, hlm 12 
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Sekolah tersebut melaksanakan sistem RSBI pada tahun 2007. Satu setengah 
bulan setelah penerapan sistem RSBI tersebut, orang tua wali murid dimintai 
kesediaan diri untuk membayar uang masuk sebesar Rp6.200.000 dengan SPP 
sebesar Rp150.000,00 per bulan. Orang tua wali murid termasuk saksi pemohon 
merasa keberatan dengan hal tersebut. Akibat dari keberatan tersebut mulai timbul 
intimidasi yang terjadi terhadap peserta didik seperti misalnya timbulnya ejekan-
ejekan oleh teman-teman sekelas karena belum membayar uang sekolah, rapor 
hasil belajar siswa harus ditahan terlebih dahulu karena belum terlunasinya uang 
sekolah, pengumuman daftar peserta didik yang belum membayar uang sekolah 
dan diumumkan melalui kertas peringatan yang ditempelkan pada lokasi-lokasi 
strategis di lingkungan sekolah seperti di depan gerbang sekolah dan di depan 
kelas yang akhirnya membuat siswa merasa malu dan tidak nyaman berada di 
lingkungan sekolah. 
Hal-hal tersebut di atas merupakan praktik-praktik yang terselenggara dalam 
sistem RSBI berdasarkan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Berdasarkan praktik 
pelaksanaan tersebut, jelas bahwa pendidikan melalui sistem RSBI bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945. Objek yang dijadikan pengujian dalam perkara 
tersebut adalah benar merupakan pengujian berdasarkan pelaksanaan norma 
dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. 
Dissenting opinion yang disampaikan oleh Wakil Mahkamah Konstitusi, 
Ahmad Sodiki yang memiliki pendapat bahwa yang diujikan dalam perkara ini 
adalah pengujian mengenai praktik pelaksanaan norma, Mahkamah Konstitusi 
memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian tersebut karena suatu 
pembuatan norma merupakan suatu pelaksanaan dari norma yang lebih tinggi dan 
norma yang lebih tinggi merupakan dasar pembuatan norma yang lebih rendah. 
Apabila aturan pelaksana dari sistem RSBI yang menjadi konflik norma dalam 
perkara pengujian tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah peraturan pelaksana 
lahir melalui norma yang ada dalam undang-undang.  
Perkara pengujian undang-undang Nomor 05/PUU-X/2012 sebelum 




a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan 
oleh UUD 1945; 
Hak yang diberikan konstitusi dalam hal ini adalah hak untuk 
memperoleh pendidikan yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945. 
b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap 
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 
Pemenuhan kebutuhan dasar khususnya kebutuhan pemerolehan 
pendidikan yang telah dijamin oleh konstitusi, dalam hal ini oleh 
pemohon dianggap terlanggar karena keberlakuan Pasal 50 ayat (3) UU 
Sisdiknas yang mana pasal tersebut memerintahkan pemerintah dan/atau 
pemerintah daeraah untuk membentuk suatu sistem pendidikan dengan 
taraf internasional yaitu RSBI. Dalam pelaksanaannya, sistem RSBI inilah 
yang menyebabkan adanya diskriminasi, kastanisasi dan tidak 
terjangkaunya biaya pendidikan sehingga dengan keberlakuan undang-
undang tersebut terdapat beberapa orang yang merasa dirugikan. Orang-
orang yang dirugikan oleh keberlakukan undang-undang disebut dengan 
pemohon. 
c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat 
spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut 
penalaran yang wajar dapat dipastikan; 
 Kerugian yang diderita oleh para pemohon dalam perkara Nomor 
05/PUU-X/2012 tersebut bersifat spesifik atau khusus yakni kerugian atas 
tidak terpenuhinya hak pemerolehan pendidikan secara adil, bersifat 
aktual yakni kerugian yang diakibatkan oleh penerapan Pasal 50 ayat (3) 
UU Sisdiknas tersebut menyebabkan adanya berbagai problematika dalam 
dunia pendidikan seperti adanya diskriminasi, kastanisasi, dan liberalisasi 
yang menjadi pembicaraan orang banyak karena pendidikan adalah hal 
yang paling fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Potensial yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya Pasal 50 
ayat (3) UU Sisdiknas tersebut mempunyai kekuatan atau potensi 
menimbulkan akibat-akibat buruk yang akhirnya harus dialami oleh 
14 
 
orang-orang tertentu. Dalam kasus ini, akibat buruk tersebut merupakan 
suatu kerugian yang harus diderita oleh pemohon. 
d) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian 
dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujian; 
Hubungan sebab akibat yang nampak adalah dengan keberlakuan 
Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tersebut mengakibatkan adanya sistem 
RSBI dalam dunia pendidikan yang ada pada pelaksanaan dan 
perkembangannya ternyata menimbulkan berbagai permasalahan seperti 
adanya diskriminasi, kastanisasi dan liberalisasi dalam dunia pendidikan. 
e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan 
tidak akan atau tidak terjadi lagi; 
Dengan dikabulkannya permohonan pemohon, Pasal 50 ayat (3) UU 
Sisdiknas yang telah memiliki kekuataan hukum yang tidak mengikat 
akan berdampak pada pembubaran sistem RSBI dalam lingkup 
pendidikan dan kembalinya hak-hak konstitusional baik dari pemohon 
ataupun orang-orang yang dirugikan oleh keberlakuan Pasal 50 ayat (3) 
UU Sisdiknas tersebut. 
Oleh karenanya, dilihat dari ukuran kerugian yang sifatnya langsung, spesifik, 
aktual dan potensial, cukup sebagai dasar Mahkamah Konstitusi untuk menerima 
bahwa para pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan perkara 
Nomor 05/PUU-X/2012 tersebut. 
 
Penafsiran Dalam Pengujian Undang-Undang pada Mahkamah Konstitusi  
Terhadap norma yang kabur yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian 
hukum yang kemudian menyebabkan adanya kerugian konstitusional pemohon, 
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan interpretasi atau penafsiran. Sejauh ini, 
tafsiran Mahkamah Konstitusi terlihat cenderung memaknai pasal-pasal secara 
tekstual atau gramatikal, tidak jauh menyentuh tujuan apa yang hendak dicapai 
dari peraturan perundang-undangan tersebut.
18
 Hal yang menjadi catatan penting 
                                                             
18 Merupakan analis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 069/PUU-II/2004, 
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adalah dalam memberikan penafsiran bahwa seperti apa yang disampaikan oleh 
Rammelink, yakni jika diurutkan berdasarkan prioritas interpretasi, maka 
interpretasi teleologis mendapat urutan pertama, kemudian disusul oleh 




Terkait dengan hal di atas mengenai permasalahan interpretasi, dalam perkara 
pengujian UU Sisdiknas khususnya Pasal 50 ayat (3) tentang keberadaan sistem 
RSBI, menurut Satria Dharma, Ketua Perhimpunan Guru Indonesia menyatakan 
bahwa redaksinonal dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas adalah ambiguitas.
20
 
Terdapat frasa “pemerintah dan/atau pemerintah daerah...” yang mana frasa 
tersebut dapat diartikan sebagai makna alternatif atau kumulatif. Bermakna 
alternatif merujuk pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sedangkan 
bermakna kumulatif adalah pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah. 
Satria Dharma juga menerangkan bahwa frasa “satuan pendidikan yang bertaraf 
internasional” tidaklah jelas apa maksud dan definisinya.21 Terjadi penyimpangan 
definisi di mana pada awalnya pernyataan dalam UU Sisdiknas adalah merujuk 
kepada sebuah tingkatan kualitas pendidikan yang harus dicapai sedangkan pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
22
 telah berubah makna menjadi 
sistem pendidikan internasional yang jelas dan terang bertentangan dengan amanat 
konstitusi. 
 Terkait dengan hal tersebut diatas, penulis mengambil kutipan salah satu 
pakar sosiologi di Indonesia, Satjipto Rahardjo, beliau menuliskan bahwa “hukum 
adalah untuk manusia, bukan sebaliknya yaitu manusia hadir untuk hukum, dan 
hukum hadir bukanlah untuk dirinya”.23 Dari pernyataan tersebut, terlihat jelas 
bahwa hukum itu adalah sesuatu yang berkembang yang dapat berubah dan 
                                                                                                                                                                       
disampaikan oleh Tim Peneliti PUSAKO FH Universitas Andalas, Op.cit, hlm 151 
19 Eddy O.S Hiareij, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Penerbit 
Erlangga, Jakarta, 2009, hlm 8, dalam Tim Peneliti Pusako, Op. cit, hlm 152 
20 Satria Dharma, Kritik dan Usulan Perbaikan pada Program Sekolah Bertaraf 
Internasional Ditinjau dari UU Sisdiknas dan Revisi Permendiknas, 
http://satriadharma.wordpress.com/xmlrpc.php (online), diakses tanggal 26 Desember 2013 
21 Ibid  
22 Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 berbunyi: “Pendidikan bertaraf 
internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional 
Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.” 
23 Satdjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, 
Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm 13 
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diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Hal 
yang demikian ini disebut dengan istilah hukum progresif. Hukum progresif 





Kewenangan Pengujian Undang-Undang yang Didasarkan Pada Praktik 
Pelaksanaan Norma 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 tentang pengujian 
UU Sisdiknas khususnya Pasal 50 ayat (3) yang mana Hakim Ahmad Sodiki 
memberikan dissenting opinion bahwa dalam putusan tersebut meninggalkan nilai 
kepastian hukum karena pada kasus-kasus pengujian undang-undang sebelumnya, 
permohonan yang didasarkan pada kasus-kasus konkret tidak dikabulkan oleh 
mahkamah. Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusannya terkait 
pengujian a quo mengendepankan nilai keadilan yang telah hilang dalam proses 
pemerolehan pendidikan akibat adanya sistem RSBI. Dengan dikabulkannya 
permohonan pemohon, implikasi yang telihat secara jelas adalah hapusnya sistem 
RSBI dan kembalinya hak-hak dasar warga negara khususnya dalam pemerolehan 
pendidikan tanpa adanya sikap diskriminasi dan kastanisasi. 
Dalam menafsirkan hak-hak kemanusiaan, salah satunya hak tentang 
pemerolehan atas pendidikan yang merupakan kajian utama dalam tulisan ini, 
Mahkamah Konstitusi dapat memperluas kekuasaan diskresi
25
 dengan 
menggunakan ketentuan konstitusional mengenai hak-hak mendasar dalam 
menentukan hak-hak yang mungkin saja tidak disebutkan satu persatu dalam 
Undang-Undang Dasar.
26
 Oleh sebab itu, pada tahap menentukan syarat-syarat 
konstitusional dalam rangka memenuhi ketentuan legal standing suatu 
permohonan pengujian, hakim tidak hanya menilai konstitusionalitas 
pemberlakuan norma hukum, tetapi juga menilai apakah undang-undang yang 
dimaksud masih dapat berlaku dan dapat mengikuti perkembangan sosial 
                                                             
24 Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi 
Lemahnya Hukum Indonesia, Antonylib,  Yogyakarta, 2009, hlm 12 
25 Diartikan sebagai kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang 
dihadapi, http://artikata.com/arti-325403-diskresi.html, diakses tanggal 11 Januari 2014 
26 Ahmad Syahrizal, Op.Cit,  hlm 296 
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masyarakat dari waktu ke waktu dengan catatan bahwa norma hukum tersebut 
tetap wajib menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.  
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional khususnya pada pelaksanaan Pasal 50 ayat (3) bertentangan 
dengan hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, bertentangan dengan hak warga negara untuk mendapatkan 
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 
dan budaya. Dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menghapuskan adanya 
sistem RSBI dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia merupakan wujud 
perlindungan hak-hak konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 
kepada warga negaranya. Hal ini disebabkan tindakan penegakan hukum secara 
nyata tidak boleh ditunda-tunda karena keadilan yang ditunda sama dengan 
keadilan yang diabaikan (justice delayed, justice denied).
27
  
Putusan Perkara Nomor 05/PUU-X/2012 tentang Pembubaran Rintisan 
Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang menurut hakim Ahmad Sodiki, 
pengujian tersebut tidak seharusnnya dikabulkan karena bukan terkait 
konstitusionalitas norma melainkan praktik pelaksanaan norma adalah suatu 
pemikiran yang tidak dapat diamini begitu saja. Penyelenggaraan sistem RSBI 
pada satuan pendidikan di Indonesia yang dilegitimasi dalam Pasal 50 ayat (3) UU 
Sisdiknas tersebut dalam perjalanannya selama kurang lebih sepuluh tahun, nyata-
nyata merampas hak-hak konstitusional warga negara untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu, berkualitas dan juga adil. Diskriminasi dan 
kastanisasilah yang justru nampak pada sistem RSBI ini. Satu hal yang perlu 
digarisbawahi adalah keadilan yang dicari oleh pemohon dalam perkara pengujian 
undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukanlah keadilan yuridis semata, akan 




Putusan perkara Nomor 05/PUU-X/2012 yang dalam persidangan pengujian 
konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi adalah merupakan praktik-praktik 
                                                             
27 Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 
tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme 
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yang terselenggara dalam sistem RSBI berdasarkan Pasal 50 ayat (3) UU 
Sisdiknas. Berdasarkan praktik pelaksanaan tersebut, jelas bahwa pendidikan 
melalui sistem RSBI bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Objek yang 
dijadikan pengujian dalam perkara tersebut adalah benar merupakan pengujian 
berdasarkan pelaksanaan norma dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Mengutip 
dari pemikiran Hans Kelsen bahwa pembuatan norma hukum adalah suatu 
pelaksanaan dari norma yang lebih tinggi dan pelaksanaan norma hukum yang 
lebih tinggi normalnya adalah pembuatan suatu norma yang lebih rendah. 
Legislasi adalah proses pembuatan hukum menurut konstitusi sehingga juga 
merupakan pelaksanaan hukum. Proses legislasi pertama dapat dilihat sebagai 
suatu pelaksanaan norma dasar. 
Dissenting opinion yang disampaikan oleh Wakil Mahkamah Konstitusi, 
Ahmad Sodiki yang memiliki pendapat bahwa yang diujikan dalam perkara ini 
adalah pengujian mengenai praktik pelaksanaan norma, Mahkamah Konstitusi 
memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian tersebut karena suatu 
pembuatan norma merupakan suatu pelaksanaan dari norma yang lebih tinggi dan 
norma yang lebih tinggi merupakan dasar pembuatan norma yang lebih rendah. 
Apabila aturan pelaksana dari sistem RSBI yang menjadi konflik norma dalam 
perkara pengujian tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah peraturan pelaksana 
lahir melalui norma yang ada dalam undang-undang. Selain itu, perkembangan 
pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi menganut hukum progresif 
yakni sebuah konsep yang tidak terkukung kepada konsep undang-undang semata, 
tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. 
 
Saran  
Setiap putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengikuti perkembangan dan 
pemenuhan akan hak-hak dasar manusia yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 
1945, maka nilai-nilai dari paham konstitusinalisme dapat dijadikan pertimbangan 
hukum dalam setiap pengambilan keputusan sehingga dalam menafsirkan pasal, 
ayat, atau bagian dalam suatu undang-undang tidak hanya terjebak berdasarkan 
tafsiran kebenaran-kebenaran formal. 
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Mahkamah Konstitusi sebagai organ pengawal konstitusi dalam menguji 
sejumlah perkara khususnya terkait dengan pengujian undang-undang harus 
mampu memperluas aktivitasnya. Perluasan aktivitas yang dimaksudkan adalah 
perluasan peranan mahkamah ketika mengawasi tingkat konstitusionalitas 
penerapan norma-norma hukum tersebut. Dengan kata lain, suatu undang-undang 
secara normatif dapat dipandang konstitusional, namun karena akibat hukum dari 
penerapannya tidak sesuai dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dapat 
dikatakan tidak konstitusional. 
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